BAB IV

PERAN KUA DALAM MELEGALISASI TANAH WAKAF

A. Kepala KUA selaku Pgabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW)

Dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang
wakaf menjelaskan “ Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadir
dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi “. Ayat 2 nya
berbunyi “lkrar wakaf sebagainmana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh
PPAIW™ 1

Dalam ketentuan pasal tersebut jelas dinyatakan bahwa wakif harus
mengikrarkan kehendaknya secara jel as dan tegas kepada nadjhir yaitu
a. Dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

b. Dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW)
c. Disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi

Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal di atas
pel aksanaan wakaf harus dilakukan secara tertulis, artinya tidak cukup hanya
dengan ikrar sgja Tujuannya untuk memperoleh bukti yang otentik yang
dapat dipergunakan untuk perbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran
pada K antor badan Pertanahan Nasional Kabupaten/K ota dan untuk keperluan
penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang

tanah/barang yang diwakafkan

1 UU No. 41 Th. 2004 tentang wakaf
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Dalam pasal 2 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa * Wakaf
sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Pasal 3 nya menyebutkan “ Wakaf
yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”

Siapa yang menjadi pejabat Pembuat akta Ikrar wakaf , menurut
ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No nomor 41 Tahun 2004 tentang
wakaf, Pegabat Pembuat Akta lkrar Wakaf yang disingkat PPAIW adalah
pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar
wakaf .

Dalam konteks ini,akta ikrar wakaf (AIW) termasuk dalam
kategori akta otentik karena di buat oleh pejabat yang berwenang yang di
tunjuk oleh mentri agama,baik dari unsur kepala KUA maupun notaris yang
telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 37 peraturan
pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pel aksanaan undang undang nomor
41 tahun 2004 tentang wakaf,

Untuk harta benda tidak bergerak,khususnya berupa tanah
pembuatan AIW diserahkan kepada kepala KUA dan/atau pejabat yang
menyelenggarakan urusan wakaf.penyerahan kewenangan membuat AIW
harta benda wakaf tidak bergerak kepada kepala KUA karena dinilai telah
mapan dan berjalan dengan baik sgjak pewakafan tanah diatur dalam

peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik
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berdasarkan peraturan mentri agama Nomor 1 tahun 1978 Tentang pembuatan
AIW oleh kepala KUA. 2
Disamping itu, KUA adalah institusi terbawah dilingkungan kementrian

agama yang menjadi Basis data informasi keagaman terdepan,sehingga tepat
untuk mengeluarkan AIW. Untuk harta benda wakaf bergerak selain uang
pembuatan AIW,selain kepada KUA, diserahkan kepda pejabat lain yang
ditunjuk oleh mentri, seperti pgabat yang menyelenggarakan wakaf atau
Notaris yang ditunjuk oleh mentri.Dilibatkannya selain kepala KUA pada
pembuatan AIW pada harta benda bergerak selain uang ini karena jenis aset
bendaini bersifat mobile (bergerak

Pegjabat pembuat akta iklar wakaf (PPAIW) merupakan salah satu
pilar penting dalam perwakafan nasiona berdasarkan Undang-undang nomor
41 tahun 2004 tentang wakaf, PPAIW adalah pegabat yang berwenang yang
ditetepkan oleh menteri agama untukn membuat Akta iklar wakaf (AIW).
Diantara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf
dan melayani keperluan calon wakif yang akan mewakafkan sebagian
bendanya dengan baik.

Tugas pokok Pejabat pembuat Akta lkrar wakaf wagjib
menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf . Adapun tugas dan kewajiban

Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf yaitu :3

2 HM Attamimy, (ketua tim penyusun), Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013 him 3

3 Ibid, hal 21
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Menedliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan surat-surat bukti
kepemilikan , syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi
wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya.

. Mendliti dan mengesahkan susunan nadjhir begitupula anggota nadjhir
yang baru apabila ada perubahan

. Mendliti saksi-saksi ikrar wakaf

. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut menandatangani formulir
ikrar wakaf bersama-sama dengan saksi-saksi\

. Membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dan salinannya sesaat setelah
pel aksanaan ikrar wakaf

. Menyimpan lembar pertama Akta Wakaf melampirkan lembar kedua pada
surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota
c.q Kantor Badan Pertanahan Nasional dan lembar ketiga dikirim ke
Pengadilan Agama yang mewilayahi tabah wakag tersebut

. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-
lambatnya satu bulan segjak dibuatnya akta Ikrar Wakaf

. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf 4 lembar lembar pertama kepada
wakif, lembar kedua kepada nadjhir, lembar ketiga ke Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, lembar keempat kepada kepala desa yang

mewilayahi tanah wakaf tersebut.

i. Menyelenggarakan Daftar Akta lkrar Wakaf

j. Menyimpan dan memelihara Akta Ikrar Wakaf dan Daftar Akta Ikrar

wakaf yang dibuatnya dengan baik
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k. Mengajukan permohonan atas nama nadjhir kepada yang bersangkutan
kepada kepala kantor badan pertanahan Nasional Kabupaten/Kota
setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan
selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan segjak dibuatnya akta Ikrar
wakaf dengan mengisi formulir yang dilampiri
- Sertifikat tanah yang bersangkutan
- Aktalkrar Wakaf (Adli lembar kedua)

- Surat pengesahan nadjhir
Dalam hal tanah milik yang diwakafkan belum ada seretifikatnya
harus dilampiri surat-surat berikut :
- Surat permohonan penegasan hak atas tanah
- Surat-surat bukti kepemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan
lainnyayang diperlukan sehubungan dengan penegasan haknya
Sebelum melaksanakan ikrar wakaf calon wakif harus membawa
serta dan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf surat surat
sebagal berikut :
a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikian tanah lainnya seperti Akta
Jual Beli atau Leter C dari desa

b. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh camat setempat yang
menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu
sengketa

c. Surat keterangan pendaftaran tanah
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Dalam konteks perwakafan nasional, PPAIW memiliki peran

penting, yaitu:*

a. Sebagal ujung tombak pelayanan perwakafan yang terjadi di tengah

masyarakat. Posisi PPAIW menjadi sangat penting karna memiliki peran
utama terdaftar atau terjadi tidaknya perbuatan hukum wakaf berdasarkan
peraturan perundang-undangan meskipun secara figih, wakaf dapat di
lakukan, PPAIW menjadi salah satu organ penting pemerintah, dalam hal
ini kementrian agama, dalam pengadministrasian perwagkafan nasional.

. Sebagai pihak yang memiliki data ril perwakafan di tingkat kecamatan
daam rangka pengamanan harta benda wakaf. Data perwakafan
menyangkut administrasi yang terdiri dari jumlah harta benda wakaf,
potenss yang di miliki, sertifikas harta benda wakaf, dan proses
administrasi wakaf lainnya.

. Menjadi fasilitator atau setidaknya pendamping jika suatu kali terdapat
persengketaan perwakafan, baik menyangkut unsur hukum maupun
konflik internal ngjhir yang terjadi di likngkup atau wilayah kerjanya.

Posisi PPAIW secara Administratif sangat penting dan strategis,

yaitu untuk kepentingan pengalaman harta benda wakaf dari sisi hukum,

khususnya dari sengketa dan perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggung

jawab. Banyak dilapangan ditemukan harta benda wakaf belum ada AIW

karena belum didaftarkan oleh Naghir diKUA atau telah memiliki AIW

4 HM Attamimy, (ketua tim penyusun), Standar Pelayanan Wakaf bagi PPAIW, Direktorat

Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013 him 9
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namun belum memliki sertifikat karena belum Optimalnya peran PPAIW
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Disamping itu, KUA adalah institus terbawah dilingkungan
kementrian agama yang menjadi Basis data informasi keagaman
terdepan,sehingga tepat untuk mengeluarkan AIW. Untuk harta benda wakaf
bergerak selain uang pembuatan AIW,selain kepada KUA, diserahkan kepda
pegabat lain yang ditunjuk oleh mentri, seperti peabat  yang
menyelenggarakan  wakaf atau  Notaris yang ditunjuk  oleh
mentri.Dilibatkannya selain kepala KUA pada pembuatan AIW pada harta
benda bergerak selain uang ini karena jenis aset benda ini bersifat mobile
(bergerak)

Memang harus diakui, bahwa tidak semua KUA dimana kepala
kantornya melekat sebagai PPAIW memiliki dokumen mangemen dan
administrass yang memadai. Bahkan dibeberapa daerah seperti di KUA
Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, kepala KUA tidak memiliki staf
satupun yang khusu menangani wakaf dan dukungan sumber daya yang
sangat terbatas. Sementara tuntutan kerja, tanggung jawab sosid dan
Administratif sedemikin besar dan luas, sehingga sering masalah perwakafan
kurang mendapat porsi dan perhatian kerja yang memadai.

Namun demikian, sebesar apapun hambatan dan keuangan yang
dimiliki oleh PPAIW, hendaknya tidak menjadi alasan utama untuk tidak
berbuat sesuatu demi meningkatka kinerja dan kualitas pelayanan kepada

masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya. Masyarakat tidak
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peduli terhadap kendala yang dihadapi seorang PPAIW. Masyarakat hanya
menginginkan pemerintah, dalam hal ini PPAIW, dapat memberikan

pelayanan sebaik-baiknya untuk kepentingan legalitas tanah wakafnya.

Langkah dan Upaya Kepala KUA dalam Melegalisas Tanah wakaf di

K ecamatan Kronjo.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh kepala KUA seperti
disebutkan di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA
Kronjo dalam melegaliss tanah wakaf di Kecamatan Kronjo seperti berikut
ini :

1. Merapihkan arsip data perwakafan yang ada di KUA
Kegiatan ini dilaksanakan secara khusus dengan cara memilah data wakaf
sesuai no Akta Ikrar wakaf secara berurut. Setelah selesai dilanjutkan
dengan mengkalisifikasi data tanah wakaf sesuai desa, lalu dipilah lagi
sesuai dengan peruntukan tanah wakaf itu.

2. Mengupayakan bantuan pengadaan brankas untuk tempat Bukti
kepemilikan tanah (sertifikat atau Akta Jual Beli) supaya aman sebelum
diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tangerang . Kepala KUA telah mengirimkan surat
permohonannya ke Kantor Kemenag Kabupaten Tangerang melalui
Kepaa Seks Bimas Islam.

3. Mengecek secara fisik tanah-tanah wakaf sesuai dengan data arsip yang

adadi KUA
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Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah menghadiri tugas melayani
pencatatan nikah, dengan diantar amil/P3N atau tokoh masyarakat menuju
lokasi wakaf yang ada disekitar tempat acara pernikahan dilaksanakan.
Atau kadang dilakukan ketika ada waktu luang atau ketika ada kegiatan
lintas sektoral turun ke desa di wilayah Kecamatan Kronjo.

. Pada program Jum’at keliling mandiri kepala KUA menyempatkan
Mengadakan wawancara /berbincang dengan pengurus DKM dengan titik
tekan pada keberadaan tanah wakaf di magjid tersebut. Kepala KUA
dengan stafnya mempunyai agenda khusus untuk jum’at secara bergiliran
dari satu magjid ke magjid lain diwilayah Kecamatan Kronjo, selain
sebagal wahana silaturahmi dengan pengurus DKM juga diselipkan
obrolan santai mengenai tanah wakaf.

. Mengadakan pembinaan kepada para nadhir sekecamatan Kronjo yang
dibantu oleh Asosiasi nadhir Kecamatan Kronjo. Kegiatan ini dilakukan
secara insidental ketika Asosiasi nadhir melakukan rapat / kumpulan
maka Kepala KUA sengaja menyempatkan diri hadir dalam musyawarah
tersebut.

. Menekankan kepada para amil/P3N untuk mendata tanah wakaf yang ada
diwilayahnya masing-masing. Untuk meningkatkan koordinasi anatara
Kepaa KUA dan para amil/P3N (pembantu Pegawai Pencatat Nikah)
yang biasanya berasal dari kalangan tokoh agama, yang tugas utamanya
oleh Kepala Desa diberi kewenangan membantu masyarakat dalam

pengurusan kehendak pernikahannya, setigp bulan diadakan rapat
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koordinas yang isisnya selain pengajian bulanan, pembinaan dinas juga

terkadang juga dititipkan tugas untuk beberapa hal misa pendataan

magjid, sarana keagamaan juga masalah pendataan tanah wakaf di

wilayah desanya masing-masing.

. Mensosialisasikan perihal perwakafan dalam kegiatan-kegiatan formal

maupun informal seperti :

a. Rapat Koordinas Tingkat Kecamatan Kronjo yang dihadiri para
Keapa Desa

b. Rapat Koordinasi Amil/P3N se Kecamatan Kronjo

c. Pertemuan bulanan guru-guru madrasah

d. Pengagjian bulanan MUI Kecamatan Kronjo

e. Penggjian Mingguan pada Magjlis Taklim

. Mensosiadlisasikan UU No 41 Th 2004 dengan menggunakan media

seperti pembuatan pamflet, spanduk dan papan informasi di desa-desa,

magjid-magjid dan mushola. Kepala KUA menyebarkan spanduk atau

pamflet atau informasi tentang perwakafan, adapun asal spanduk pamflet

itu bisa berasal dari intansi kemenag kabupaten, Provinsi atau dari pusat

maupun hasil kreatifitas Kepala KUA sendiri.

. Metode jemput bola, maksudnya Kepala KUA berperan aktif dalam

membantu dan memfasilitass masyarakat yang ingin mewakafkan

tanahnya. Bila ada informasi masuk ke KUA periha ada seseorang yang

ingin mewakafkan tanahnya, Kepala KUA kadang mencari sumber



104

informasi tersebut lalu menemui orang yang ingin mewakafkan tanahnya
itu untuk membantunya supaya cepat dalam proses ikrar wakafnya.

10. Metode pelayanan sekaligus AIW plus Sertifikat. Maksudnya kepala
KUA mengambil inisiatif bila ada masyarakat yang memproses Akta
Ikrar Wakaf maka pihak KUA melanjutkannya dengan proses Sertifikasi
tanah wakafnya ke Badan Pertanahan Nasional

Langkah-langkah keapa KUA tersebut di atas tentu sga hanya
bersifat program individu, tanpa didukung oleh anggaran dan program

yang tersusun dengan baik.

C. Dampak Positif Legalisas Tanah wakaf bagi kemaslahatan Umat di

Kecamatan Kronjo

Upaya dan langkah langkah yang telah dilakukan oleh pihak KUA

Kecamatan Kronjo yang melibatkan semua pegawainya sedikit banyaknya

menghasilkan beberapa perubahan yang walaupun tidak signifikan tetapi ada

perubahan menuju perubahan yang lebih baik, diantara perubahan-perubahan
itu antaralain :

1. Orang yang mewakafkan tanahnya merasa tenang karena tanah yang
diwakafkannya sudah jelas statusnya. Kehawatiran suatu saat tanahnya
akan disalah gunakan oleh pengelola wakaf/nadhir atau juga digugat
keberadaanya oleh anak cucunya atau pihak-pihak lain peluangnya sangat

kecil.
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2. Para pengelola tanah wakaf/nadhir yang sudah mendapatkan AIW  dari
KUA dan sertifikat wakaf dari Badan Pertanahan Nasional merasa tenang
karena keberadaan tanah wakafnya jelas statusnya.

3. Dengan telah keluarnya Akta Ikrar wakaf dari KUA dan sertifikat dari
BPN Pengelola tanah wakaf/nadhir untuk yayasan atau badan hukum
saranan pendidikan merasa tenang karena melampirkan Akta Ikrar Wakaf
sebagal salah satu persyaratan mendapatkan ijin operasional yayasannya
atau lembaga pendidikannya ke intansi Kementerian Agama sudah ada

4. Pemahaman sebagian masyarakat akan pentingnya legalitas bagi tanah
wakafnyamulai terbangun. Perubahan Ini ditandai dengan diantaranya :

a. Sudah adanya masyarakat yang bertanya tentang proses pembuatan
Aktalkrar wakaf dan sertifikas tanah wakafnya.

b. Masyarakat sudah banyak yang meminta formulir atau blanko isian
pembuatan Akta lkrar wakaf yang sudah disiapkan oleh KUA

c. Tahun 2015 KUA Kecamatan Kronjo berhasil membuat 6 (enam)
Aktaikrar wakaf (AIW) dan langsung diurus sertifikatnya sehingga 6
(enam) bidang tanah wakaf tersebut telah terbit sertifikatnya dari
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang

d. Tahun 2016 KUA Kecamatan Kronjo berhasil membuat 4 (enam)
Aktaikrar wakaf (AIW) dan langsung diurus sertifikatnya sehingga 2
(dua) dari empat bidang tanah wakaf tersebut telah terbit sertifikatnya
dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sedangkan

yang dua lagi masih dalam proses sertifikat
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5. Arsip atau data data perwakafan di KUA Kecamatan Kronjo mulai tertata
dengan baik. Hal ini bisa dilihat ada file tersendiri tentang wakaf juga

adanyalemari penyimpanan arsif wakaf secara terpisah.

D. Analisis Penyelesaian Problematika Legalisas Tanah wakaf di KUA

Kronjo

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian
manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat dan oleh karena itu pada tataran
idealnya maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga
keeksisannya

Merujuk pada problematika perwakafan di Kecamatan Kronjo
Khususnya dan di Indonesia umumnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan
oleh semua pihak/unsur balk pemerintah maupun masyarakat untuk
mel akukan beberapa hal sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan seakurat mungkin terhadap aset aset wakaf

diseluruh wilayah kecamatan .

Pendataan ini penting untuk memetakan kondis tiap-tiap
aset wakaf. Dari pendataan ini bisa dikletahuu berapa tanah wakaf yang
belum di Akta Ikrar wakafkan, berapa lokasi yang belum disertifikatkan
berapa lokas yang bisa diproduktifkan, berapa lokasi yang harus
diproriotaskan, tentu sgja hal ini memerlukan dukungan pendanaan . maka
pemerintah dalam hal ini harus memberikan anggaran yang cukup untuk

untuk langkah yang tidak populer tapi strategis ini. Teknis pendataan ini
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bisa melibatkan semua perangkat yang dianggap mampu mencari dan
mengetahui keberadaan tanah wakaf diwilayahnya masing-masing seperti
mengumpulkan pihak KUA, pengurus DKM, Tokoh masyarakat , tokoh

agama, kepala desa, paraketua RT dan RW dan pihak lainnya.

. Mensertifikasi semua tanah wakaf

Pensertifikatan tanah wakaf ini mutlak harus segera dilakukan agar
keberadaan tanah wakaf mendapat kepastian hukum agar keutuhannya
bisa terjamin sepanjang masa, ini sesuai dengan maksud dari wakaf itu
sendiri yaitu menjaga keutuhannya. Program pensertifikatan semua tanah
wakaf ini bisa berhasil bila semua pihak mendukungnya. Beberapa hal
yang mungkin bisa mempercepat proses

sertifikasi tanah wakaf ini bisaberupa:

a. Membuat regulasi-regulas yang dapat mempermudah masyarakat
untuk mengurus legalitas tanah wakafnya. Seperti trobosan
persyaratan tanah wakaf yang tidak ada bukti kepemilikannya, atau
tanah wakaf yang tidak diketahui siapa pemiliknya

b. Menggratiskan semua biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf bagi
tanah wakaf yang belum bersertifikat atau pemecahan setifikat tanah.

c. Memfasilitas semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan
Aktalkrar wakaf seperti pengadaan materai dan fhoto copy

d. Menggratiskan semua pajak tanah wakaf baik yang masih Akta Ikrar

Wakaf maupun yang sudah sertifikat wakaf
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3. Menguatkan kelembagaan KUA sebagai koordinator keagamaan di
tingkat kecamatan. KUA adalah ingtitusi terbawah dilingkungan
kementrian agama yang menjadi Basis data informasi keagaman
terdepan,sehingga tepat untuk dijadikan ujung tombak gerakan
legalisasi/pensertifikatan dan pemberdayaan tanah wakaf di masyarakat.
Selain fungsinya sebagai lembaga yang mengeluarkan Akta Ikrar Wakaf
KUA jugadijadikan sebagal sumber informasi keagamaan oh masyarakat.
Penguatan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) ini pada tahaf awal
bisa dkhusukan pada 2 (dua) aspek yakni
a. Asfek SDM (sumber Daya Manusia)

Pada asfek ini SDM ini titik tekannya pada dua hal juga yakni :

1. Penugasan personil di KUA yang secara khusus mempunyai tugas
sebagal pengelola wakaf, diharapkan dengan adanya kekhususan
tugas akan semakin mempertgjam dan memperbaiki pengeloaan
data-data wakaf di KUA

2. Pelatihan dan pembinaan bagi personil yang ditugaskan khusus
sebaga pengelola wakaf, dengan adanya pelatihan yang kontinyu
poersonil KUA tersebut akan mampu mendorog pensuksesan
program pemberdayaan awakf di masyarakat.

b. Asfek Pendanaan /Dukungan anggaran
Memang harus diakui dukungan anggaran bagi
terlaksananya program atau kegiatan yang bertujuan untuk sosialisasi,

pendataan, melegalisasi tanah wakaf baik pembuatan akta Ikrar Wakaf
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maupun pensertifikatannya dan pemberdayaan wakaf itu sendiri
sangat mutlak dibutuhkan.

4. Mempermudah pelayanan birokrasi dalam proses pengurusan tanah wakaf
yang dapat di akses melalui internet serta membuat pasukan wakaf untuk
membantu pemilik tanah dalam mengurus sertifikat tersebut.

Masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya tentu sgja tidak salah
kalau ingin dilayani dengan cepat tepat dan taransfaran. Perlu sebuah
trobosan-trobosan ide yang harus dilakukan oleh birokrasi untuk semakin
mempermudah masyarakat dalam pengurusan wakaf, seperti misalanya
a. P engurusan tanah wakaf secaraonline melalui akses internet.

b. Program One Stof Service (pelayanan satu atap) perwakafan

c. danide-idekreatif lainnya.

Sudah bukan waktunya lagi saat ini birokrasi mengabaikan asfek
pelayanan prima jangan sampai masyarakat yang tadinya mau
mewakafkan tanahnya tidak jadi hanya karena kelaaian pada birokrasinya.

5. Mengedukas masyarakat tentang mudahnya berwakaf dalam bentuk
apapun (uang, benda bergerak, benda tidak bergerak) dan manfaatnya
serta cepatnya proses pengurusan tanah wakaf. Pengel olaan wakaf dengan
baik dan benar dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi
kemaslahatan umat. Wakaf bisa menjadi sumber ekonomi umat Islam jika
dikelola dengan ilmu pengetahuan yang matang dan sesuai dengan kriteria

serta syariat Islam. Pembinaan terhadap nadzir (pengelola wakaf) harus
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intensif dilakukan, Kementerian Agama selalu mengadakan pembinaan
bagi nadzir agar profesional
. Memproduktifkan aset wakaf paling strategis di setiap Kecamatan yang
akan dijadikan projek Pilot atau percontohan bagi desa-desa lainnya di
kecamatan itu. Wakaf yang akan diproduktifkan ini harus melalu kajian
yang intensif oleh asosias nadhir ditingkat kecamatan sebagai lembaga
yang nanti akan diserahi tugas mengelolanya. Proyek percontohan
ditingkat kecamatan ini bisa menjadi ikon yang dapat dibanggakan oleh
kecamatan itu sendiri.
. Mendorong perubahan dari nadjhir perorangan menjadi nahir badan
hukum ini mutlak diperlukan ntuk memudahkan pengembangan dan
pengelolaan wakaf sebab kemampuan perorangan tidak bisa disggjarkan
dengan kemampuan badan hukum
. Menguatkan internal kelembagaan najhir wakaf
Penguatan ini bertujuan untuk merubah pemikiran penglola wakaf dari
nadjhir tradisional menjadi nadjhir profesional. Penguatan ini penting
karena tugas nadjhir dalam wakaf sangat berat selain sebagai penerima
amanah dari orang yang berwakaf juga bagaimana harta yang
diwakafkannya dapat bermanfaat secara maksima untuk umat
sebagaimana tujuan awal dari pemberi wakaf/wakif.

Tujuan mulia para wakif (orang yang berwakaf) tersebut masih
terkendala oleh kemampuan dan pemahaman para nadzir sebagai

penanggung jawab pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan tanah
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wakaf belum profesional, karenanya untuk mencapal tujuan tersebut,
pembinaan dan pelatihan nadzir merupakan hal pokok yang pertama dan
utama harus dilaksanakan. Apabila pembinaan nadzir secara periodik
dilakukan setidaknya akan bisa meningkatkan daya ungkit mereka dalam

meningkatkan peran tanah wakaf untuk kemaslahatan umat.



